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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau 

dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah muamalat duniawiyat, 

masalah perkawinan (munakahat) dengan segala persoalan yang berada di 

sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa.1 

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Nyatanya, hubungan suami dan isteri sering tidak sesuai dengan realita dan pada 

akhirnya mengakibatkan putusnya hubungan suami dan istri tersebut. Ada alasan 

mengapa perkawinan itu dapat terputus yaitu karena kematian, perceraian, dan 

keputusan pengadilan.2 

Dalam institusi perkawinan, suami memiliki peran sebagai kepala 

keluarga yang memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya serta 

memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang 

dinyatakan dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pada KHI 

BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149 (b) yang berbunyi “memberi 

nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali 

 
 1 Musthafa Kamal dkk, Fikh Islam, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hal. 243  

 2 Muchtar Natsir, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN, Jakarta, Departemen Agama, 

1980, hlm. 130 
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bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil” 

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang 

Perkawinan yang mengatur konsekuensi hukum terkait anak dalam kasus 

perceraian: 

a. Baik Ibu atau Bapak tetap bertanggung jawab untuk merawat dan 

mendidik anak-anak mereka, terutama demi kepentingan anak-anak jika 

terjadi perselisihan terkait kepemilikan anak-anak tersebut. Pengadilan akan 

memberikan keputusan dalam hal ini. 

b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk 

merawat dan mendidik anak tersebut. Jika dalam kenyataannya bapak tidak 

mampu memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut bertanggung jawab atas biaya tersebut. 

c. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan mantan suami 

untuk memberikan biaya penghidupan dan menetapkan kewajiban tertentu 

kepada mantan istrinya. 

 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan 

kesatuan dalam hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-

Undang ini resmi diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara 

efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, bersamaan dengan Peraturan Pelaksanaannya 

yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975. Sebelum tanggal tersebut, segala perihal mengenai 

perkawinan mengikuti peraturan lama yang berlaku. Sebelum adanya Undang-

Undang Perkawinan, Indonesia memiliki beragam ketentuan terkait perkawinan 

seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Buku I, BAB II Dasar 

Dasar Perkawinan Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, 

Hukum Adat, KUH Perdata, Peraturan Perkawinan Bagi Golongan Indonesia 

Kristen (HOCI), dan Peraturan Perkawinan Campuran (RGH). Namun, untuk 
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pernikahan yang terjadi setelah 1 Oktober 1975, dasar hukum yang digunakan adalah 

Undang-Undang Perkawinan. 

Pengadilan menjadi upaya terakhir untuk menyatukan kembali pasangan 

suami istri yang berniat bercerai dengan membuka pintu perdamaian melalui 

musyawarah yang difasilitasi oleh hakim sebagai penengah. Bagi individu yang 

beragama Islam, permasalahan ini biasanya dihadirkan di Pengadilan Agama, 

sementara bagi agama lainnya, prosesnya mengacu pada Pengadilan Negeri di 

tempat tinggal mereka. 

Sesuai dengan Pasal 144 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian 

bisa terjadi melalui talak dari suami atau gugatan perceraian yang diajukan oleh 

istri, tetapi perceraian hanya dapat terjadi melalui putusan hakim di hadapan sidang 

Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI), menurut Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974, pengadilan berwenang untuk menetapkan kewajiban mantan suami 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menegaskan kewajiban tertentu kepada 

mantan istrinya. Pasal ini menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan 

mut’ah, nafkah iddah (jika istri tidak nusyus), dan nafkah untuk anak-anak. 

Meskipun tidak ada tuntutan khusus dari pihak istri, pengadilan dapat memutuskan 

bahwa mantan suami harus membayar mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak 

kepada mantan istri. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian, 

diantaranya: 

1. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
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perkawinan, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. 

2. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 

“perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”. 

3. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian dapat dilakukan 

didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian, 

diantaranya: 

1. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. 

2. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 

“perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”. 

3. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian dapat dilakukan 

didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Sebelum melakukan perceraian antara suami dan istri harus mengajukan 

terlebih dahulu ke Pengadilan Agama di tempat tinggal mereka, jika yang ingin 
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bercerai dari pihak suami maka harus mengajukan terlebih dahulu surat 

permohonan talak. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk 

perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun 

perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah 

seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti yang khusus adalah perceraian yang 

dijatuhkan oleh suami.3 Dan jika yang ingin bercerai dari pihak istri maka 

sebelumnya harus mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama. 

Dalam halnya perceraian, Pengadilan Agama ini mempunyai peran yang 

penting didalam proses perceraian yang dimana dijelaskan dalam pasal 65 Undang-

Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 39 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang perkawinan, serta pasal 115 

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompliasi Hukum Islam yang berbunyi, 

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah 

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”. 

 Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 

(2) yang berbunyi “dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui 

keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 

tanggungjawab sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada 

keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

 
 3 Safrizal, Karimuddin, Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh 

Syafi’iyah, Jurnal Al-Fikrah, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020 
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undangan” 

 Pada tahuln 2018 telrbit Sulrat Eldaran Mahkamah Agulng nomor 3 Tahuln 

2018 delngan rulmulsan kamar agama yang melnelgaskan kelbolelhan istri dalam 

melnulntult nafkah akibat pelrcelraian melskipuln dalam pelrkara celrai gulgat sellama istri 

tidak telrbulkti nulsyulz. 

Sulrat E ldaran Mahkamah Agulng nomor 2 tahuln 2019 Telntang Melneltapkan 

Hak-Hak Mantan Istri Pasca Pelrcelraian melnghimbaul kelpada Hakim yang 

melnangani pelrkara celrai gulgat yang melngabullkan tulntultan nafkah bagi istri, agar 

melncantulmkan julga amar pultulsan yang melngharulskan mantan sulami ulntulk 

melmbayar kelwajibannya selbellulm melngambil akta celrai. 

Selwaktul adanya pelrkara pelrcelraian karelna talak, istelri dan anak - anak yang 

ditinggalkan belrhak atas seljulmlah biaya yang wajib dibelrikan olelh selorang sulami 

ataul ayahnya. Adapuln biaya yang dimaksuld yakni nafkah pelnghibulr (mult’ah), 

nafkah masa lampaul (madhiyah), kelwajiban mellulnasi mas kawin apabila bellulm 

lulnas, kelmuldian ada pulla biaya pelmelliharaan anak (hadhanah) dan nafkah dalam 

masa tulnggul (iddah).  

Adapuln faktor pelndulkulng pelmelnulhan hak-hak pelrelmpulan dan anak pasca 

pelrcelraian diantaranya adalah; 

1. Itikad baik dari sulami. Keltiadaan sanksi bagi sulami yang tidak 

melmelnu lhi nafkah pasca pelrcelraian sellain belrulpa telgulran. Olelh karelna itul, 

itikad baik dari sulami belrpelran belsar dalam relalisasi pelmelnulhan hak-hak 

pelrelmpu lan dan anak pasca pelrcelraian. 
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2. Amar pultulsan majellis hakim. Dalam celrai talak, kelwajiban pelmelnulhan 

hak telrselbult selcara telrsulrat dimulat dalam amar pultulsan majellis hakim. Belrbelda 

delngan kasuls celrai gulgat, dalam celrai talak pelmbelrian nafkah ulntulk mantan 

istri melnjadi opsional sifatnya, apabila tidak telrcantulm dalam gulgatan, 

pelmbelbanan kelwajiban nafkah olelh sulami melnjadi tidak ada. Walaulpuln selcara 

elx-officio hakim bisa saja melmbulat pelneltapan kelwajiban nafkah telrselbult 

selpanjang dimaknai selbagai bagian dari pelmelnulhan keladilan bagi mantan istri 

dan anak-anaknya. 

3. Sulami melmpulnyai pelnghasilan dan/ataul harta yang culkulp ulntulk 

melmelnulhi tulntultan kelwajiban. Tidak dapat dipulngkiri, adanya harta yang bisa 

dibelrikan kelpada istelri dan anak - anaknya melnjadi faktor pelnting yang sangat 

melndulkulng dalam pelmelnulhan hak-hak pelrelmpulan dan anak pasca pelrcelraian. 

Pada data yang tellah di ambil, pelnullis melngambil 2 kasuls yang telrdapat 

pada Pelngadilan Agama Mulara Bullian yang sudah inkrah. Pultulsan Nomor 

205/Pdt.G/2020/PA.Mbl atas nama XXXXX binti XXXXX yang melnjatulhkan 

talak kelpada istri nya XXXXX dan Pultulsan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl atas 

nama Yanto bin Bahari selbagai pelmohon dan Zanulria binti Rozali selbagai 

telrmohon. 

Pada Pultulsan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan Pultulsan Nomor 

234/Pdt.G/2020/PA.Mbl, hak anak dan istri telrtelra pada Relkonvelnsi yang 

melnyatakan bahwa dari keldula pultulsan telrselbult yaitul: 

1. Pultulsan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl 

 

- Melneltapkan nafkah iddah  Pelnggulgat selbelsar Rp1.500.000,00 (satul julta 
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lima ratuls ribul rulpiah) sellama dalam masa iddah; 

- Melneltapkan mult’ah Pelnggulgat belrulpa ulang tulnai seljulmlah Rp. 3.000.000 

(tiga julta rulpiah). 

- Melneltapkan nafkah anak pelnggulgat delngan Telrgulgat melmbelrikan nafkah 

telrhadap anak Pelnggulgat delngan Telrgulgat belrnama anak, ulmulr 7 tahuln, 

selbelsar Rp500.000,00 (lima ratuls ribul rulpiah) seltip bullan sampai anak telrselbult 

delwasa (21 tahuln) delngan pelnambahan 10% seltiap tahuln dari julmlah yang 

diteltapkan dilular biaya pelndidikan dan kelselhatan. 

2. Pultulsan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl 

 

- Melneltapkan nafkah iddah Pelnggulgat selbelsar Rp3.000.000,00 (tiga julta 

rulpiah) sellama dalam masa iddah; 

- Melneltapkan nafkah anak Pelnggulgat delngan Telrgulgat belrnama Gulsli 

Yanza, ulmulr 15 tahuln, selbelsar Rp1.500.000,00 (satul julta lima ratuls ribul 

rulpiah) seltip bullan sampai anak telrselbult delwasa. 

Namun pada kenyataan yang sebenarnya, mantan suami tidak 

mempertanggung jawabkan semua kewajibannya kepada mantan istri dan anak 

tersebut yaang telah disepakati bersama hakim. 

Atas dasar latar bellakang yang tellah dijellaskan telrselbult, maka pelnullis 

sangat telrtarik mellakulkan pelnellitian ulntulk pelnullisan skripsi ini delngan melngambil 

juldull “Pelaksanaan Putusan  Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan 

Agama Muara Bulian” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Belrdasarkan latar bellakang masalah di atas, dapat diru lmulskan belbelrapa 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini melncakulp hal-hal selbagai belrikult: 

1. Bagaimana pellaksanaan pultulsan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 

234/Pdt.G/2020/PA.Mbl di Pelngadilan Agama Mulara Bullian? 

2. Bagaimana pelnyellelsaiannya jika pu ltulsan telrselbult tidak dilaksanakan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 Tuljulan pelnullisan yang ingin diharapkan dalam pelnullisan ini adalah selbagai 

belrikult: 

1. Ulntulk melngeltahuli dan melnganalisis pada pultulsan Nomor 

205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl di Pelngadilan Agama Mulara 

Bullian 

2. Ulntulk melngeltahuli dan melnganalisis pelnyellelsaiannya jika pultulsan telrselbult 

tidak dilaksanakan 

D. Manfaat Penelitian 

 

 Pelnellitian ini dilaksanakan agar melmpulnyai manfaat. Adapuln manfaat yang 

diinginkan pelnullis selbagai belrikult: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber pengetahuan bagi 

masyarakat mengenai putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 

234/Pdt.G/2020/PA.Mbl di Pengadilan Agama Muara Bulian. 

b. Di harapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk dijadikan arah 

penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan kesadaran suami dan istri untuk 

tetap mempertahankan hubungan pernikahan. 

b. Penelitian ini dapat menjadi sumber literature bagi peneliti dimasa akan datang 

serta dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan dan 

perceraian 

E. Kerangka Konseptual 

 

 Ulntulk melnghindari adanya salah pelnafsiran yang belrbelda telrhadap kata dan 

istilah yang digulnakan dalam pelnellitian ini, maka pelnullis melngulraikan belbelrapa 

konselpsi yang belrkaitan delngan skripsi ini ulntulk melnghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan pelnullis yaitul selbagai belrikult: 

1. Pellaksanaan 

 

Pellaksanaan adalah sulatul tindakan ataul pellaksanaan dari selbu lah relncana yang 

suldah disulsuln selcara matang dan telrpelrinci, implelmelntasi biasanya dilakulkan 

seltellah pelrelncanaan suldah dianggap siap.4 

2. Pultulsan  

Pultulsan adalah sulatul pelrnyataan olelh hakim yang diulcapkan di pelrsidangan ulntulk 

melngakhiri sulatul pelrkara yang dipelrhadapkan kelpadanya.5 

3. Pelrcelraian 

 

Pelrcelraian adalah pelnghapulsan pelrkawinan delngan pultulsan hakim atas tulntultan 

 

 4  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam https://kbbi.web.id/efektivitas 

,diakses tanggal 24 Juli 2021 
 5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 

h. 201 
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salah satul pihak dalam pelrkawinan itul. Maksuldnya adalah UlUl tidak 

melmpelrbolelhkan pelrcelraian delngan pelrmulfakatan saja antara sulami dan istelri.6 

F. Landasan Teori 

 

1. Telori Kelpastian Hulkulm 

 

 Kelpastian hulkulm diselbult julga delngan istilah principlel of lelgal selculrity dan 

relchtszelkelrhelid. Melnulrult Mulchtar Kulsulmaatmadja asas kelpastian hulkulm adalah 

bagaimana tulju lan hulkulm itul selbelnarnya yaitul ulntulk telrcapainya kelpastian hulkulm, 

kelmanfaatan, dan keladilan bagi seltiap insanel manulsia sellakul anggota masyarakat 

yang belranelka ragam dan intelraksinya delngan manulsia yang lain tanpa 

melmbeldakan asal-ulsull melrelka.7  

 Dalam pelmikiran kaulm lelgal positivism di dulnia hulkulm, celndelrulng mellihat 

hulkulm hanya dala wuljuld selbagai kelpastian ulndang- ulndang. Kelpastian hulkulm 

melnulrult pandangan kaulm ini sifatnya hanya selkadar melmbulat produlk pelrulndang-

ulndangan dan melnelrapkan delngan hanya melnggulnakan kacamata kulda yang 

selmpit.8 

 Gulstav Radbrulch, selorang filsulf hu lkulm Jelrman melngajarkan adanya tiga idel 

dasar hulkulm yang olelh selbagian belsar pakar telori hulkulm dan filsafat hulkulm julga 

diidelntikkan selbagai tiga tuljulan hulkulm yaitul keladilan, kelmanfaatan dan kelpastian 

hulkulm.9 Profelssor Satjipto Rahardjo melmbahas masalah kelpastian hulkulm delngan 

 
 6  Gunawan (2014). "Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang 

Melakukan Perceraian". Diakses pada 20 November 2020. 

 7 Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, “Pengantar Ilmu Hukum: Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum”, Buku I, Alumni: Bandung, 

2000,hlm 48. 

 8 Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)”, Kencana, Jakarta, 

2007,Volume 1,hlm. 285. 

 9 Ibid., hlm. 288. 

http://unsa.ac.id/ejournal/index.php/rechstaat/article/viewFile/89/85
http://unsa.ac.id/ejournal/index.php/rechstaat/article/viewFile/89/85
http://unsa.ac.id/ejournal/index.php/rechstaat/article/viewFile/89/85
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melnggulnakan pelrspelktif sosiologis delngan sangat melnarik dan jellas. Ia 

melngatakan bahwa :10 

“Seltiap ranah kelhidulpan melmiliki selmacam ikon masing-masing. ulntulk 

elkonomi, ikon telrselbult adalah elfisielnsi, ulntulk keldoktelran melngawal hidulp 

manulsia dan seltelrulsnya, ulntulk hulkulm modelrn adalah kelpastian hulkulm. 

Seltiap orang akan mellihat fulngsi hulkulm modelrn selbagai melnghasilkan 

kelpastian hulkulm. Masyarakat telrultama masyarakat modelrn, sangat 

melmbultu lhkan adanya kelpastian dalam belrbagai intelraksi antara para 

anggotanya dan tulgas itul dileltakkan dipulndak hulkulm.” 

 Melnulrult Anwar Harjono, didalam hulkulm islam julga telrdapat telori telntang 

Kelpastian Hulkulm, yang melnyatakan bahwa tidak ada satul pelrbulatan puln dapat 

dilakulkan kelculali atas kelkulatan keltelntulan hulkulm ataul pelratulran 

pelrulndangulndangan yang ada dan belrlakul ulntulk pelrbulatan itul. Dan telori ini sangat 

pelnting dalam ajaran hulkulm Islam.11 

2. Telori Pelrlindulngan Hulkulm 

 

 Pelrlindulngan hulkulm adalah melmbelrikan pelngayoman kelpada hak asasi 

manulsia yang dirulgikan orang lain dan pelrlindulngan telrselbult dibelrikan kelpada 

masyarakat agar melrelka dapat melnikmati selmula hak-hak yang dibelrikan olelh 

hulkulm.12 Pelrlindulngan hulkulm melrulpakan pelrlindulngan akan harkat dan martabat, 

selrta pelngaku lan telrhadap hak-hak asasi manulsia yang dimiliki sulbjelk hulkulm 

belrdasarkan keltelntulan hulkulm dari kelwelnangannya.25 Telrdapat dula macam 

pelrlindulngan hulkulm bagi masyarakat yaitul:13 

 
 10 Ibid., hlm. 292. 

 11 Anwar Harjono, “Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya”, Bulan Bintang, Jakarta, 

1968, hlm 155. 

 

 12 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”,PT. Citra Aditya,Bandung,2000,hlm 54 

 13 Ibid., hlm. 14. 
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1) Pelrlindulngan Hulkulm Prelvelntif, dimana kelpada rakyat dibelri kelselmpatan 

ulntulk melngajulkan kelbelratan ataul pelndapatnya selbellulm sulatul kelpultulsan 

pelmelrintah melndapat belntulk yang delfinitif, disini pelrlindulngan hulkulm belrtuljulan 

ulntulk melncelgah telrjadinya selngkelta. 

2) Pelrlindulngan Hulkulm Relprelsif, dimana lelbih dituljulkan dalam pelnyellelsaian 

selngkelta, disini pelrlindulngan hulkulm belrtuljulan ulntulk melnyellelsaikan pelrmasalahan 

ataul selngkelta yang timbull. 

Selhingga delngan adanya telori pelrlindu lngan hulkulm telrselbult, maka istri dan anak 

bisa melnulntult apa yang selharulsnya didapatkannya teltapi tidak dipelnulhi olelh pihak 

sulami, dan ju lga haruls selsulai ataul belrdasarkan pultulsan pelrcelraian yang tellah 

diteltapkan olelh Hakim. 

G. Orisinalitas Penelitian 

 

Belrdasarkan pelnellulsulran pelnullisam telrdapat belbelrapa pelnellitian telrdahullu l 

yang belrkaitan delngan pelnellitian ini, antara lain: 

1. Skripsi karya M. Zakirull Fulad, delngan juldull “Tulntultan Istri dalam Pelrkara Celrai 

Gulgat (Stuldi Kasuls pada Masyarakat Pidiel)” pada tahuln 2018. Skripsi ini 

melnjellaskan melngelnai apa saja yang ditulntult olelh pelnggulgat dalam pelrkara celrai 

gulgat di Mahkamah Syar’iyyah Sigli selrta pelngeltahulan masyarakat Pidiel telrhadap 

hak-hak istri pasca celrai gulgat. 

2. Skripsi karya Dwi Melkar Sulci, delngan juldull “Pellaksanaan E lkselkulsi Pultulsan 

Pelmbelrian Nafkah Madiyah Pasca Pelrcelraian (Stuldi Kasu ls di Mahkamah 

Syar’iyyah Banda Acelh)” pada tahuln 2019. Skripsi ini melnjellaskan melngelnai 
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proseldulr pelrmohonan elkselkulsi pultulsan nafkah Madiyah dan u lpaya pellaksanaan 

elkselkulsi pultulsan nafkah Madiyah di Mahkamah. 

3. Skripsi yang ditullis olelh Sulci Nulrindah, delngan juldull “Nafkah Iddah Pelrkara 

Celrai Gulgat (Stuldi Pultulsan Pelngadilan Agama Jakarta Sellatan Nomor 

1542/Pdt.G/2014/PA.JS)” pada tahuln 2019. Skripsi ini melnjellaskan melngelnai hak 

nafkah iddah ulntulk istri yang melngajulkan gulgatan pelrcelraian dan landasan 

pelrtimbangan hakim ulntulk melmbelrikan nafkah iddah kelpada istri yang dicelrai 

delngan talak ba’in. 

Dari keltiga skripsi mahasiswa telrselbult, pelnullis tidak melnelmulkan hal yang sama 

dari suldult pandang objelk kajian, telori dan pelmbahasan yang sama. Adapuln 

pelmbahasan pelnullis melmbahas telntang bagaimana pellaksanaan pelrcelraian pada 

pultulsan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Mbl dan 439/Pdt.G/2022/PA.Mbl di 

Pelngadilan Agama Mulara Bullian dan bagaimana pelnyellelsaiannya jika pultulsan 

telrselbult tidak telrlaksanakan. 

H. Metode Penelitian 

 

Meltodel yang ditelrapkan dalam pelnellitian ini telrdiri dari belrbagai langkah 

belrikult: 

1. Lokasi Pelnellitian 

 

  Pada pelnellitian ini, pelnullis melngambil lokasi pelnellitian di Mulara Bullian 

telpatnya di Pelngadilan Agama Mulara Bullian 

2. Spelsifikasi Pelnellitian 
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  Belrdasarkan pelrulmulsan masalah yang akan diinvelstigasi, pelnellitian ini 

melmiliki spelsifikasi delskriftif analitis, yang belrtuljulan ulntulk melndelskripsikan dan 

melngulraikan selcara rinci fakta-fakta telrkait prosels pelnyellelsaian kasuls pelrcelraian. 

3. Tipel Pelnellitian 

 

  Pada pelnellitian ini, pelnullis melmilih ulntulk melmakai tipel pelnellitian yulridis 

elmpiris, yaitul “pelnellitian yang dilakulkan telrhadap fakta hulkulm yang ada delngan 

mellakulkan pelnellitian selcara langsulng kel lapangan ulntulk melngeltahuli pellaksanaan 

dan masalah-masalah yang timbull”.14
 

4. Tata Cara Pelnarikan Sampell 

 

a. Popullasi 

 

  Popullasi dalam pelnellitian adalah kellompok individul ataul obyelk yang 

melmiliki karaktelristik yang ulmulm. Popullasi adalah “wilayah gelnelralisasi yang 

telrdiri atas obyelk ataul sulbyelk yang melmpulnyai kulalitas dan karaktelristik telrtelntu l 

yang diteltapkan olelh pelnelliti ulntulk dipellajari dan kelmuldian ditarik 

kelsimpullannya”.15
 

Belrdasarkan pelnjellasan diatas, pelnelliti melnelntulkan bahwa popullasi dalam 

pelnellitian ini telrdiri dari 4 yang melrulpakan masyarakat mulara bu llian yang belrcelrai 

akibat pelrsellisihan telruls melnelruls dan akibat tidak melmbelri nafkah. 

b. Sampell 

 

  Sampell dalam pelnellitian ini dipilih dari popullasi ultama melnggulnakan 

 
 14 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141 

 15 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, 

hlm. 159. 
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meltodel pelngambilan sampell Proposivel Sampling. Selpelrti yang diulngkapkan olelh 

Bahdelr Johan Nasultion:  

Proposivel sampling adalah meltodel pelmilihan sampell yang didasarkan pada 

pelrtimbangan khulsuls, karelna ulnsulr-ulnsulr ataul ulnit-ulnit yang dipilih 

dianggap melwakili popullasi. Pelngambilan sampell dilaku lkan delngan dasar 

alasan yang masulk akal, yang belrarti bahwa ulnsulr-ulnsu lr ataul ulnit yang 

dipilih haruls selcara logis melncelrminkan ciri-ciri yang tellah ditelntulkan 

ulntulk popullasi. Ciri-ciri ini dipelrolelh mellaluli pelngeltahu lan ataul informasi 

yang tellah diamati selbellulmnya, selpelrti pelngeltahu lan, pelngalaman, 

pelkelrjaan, ataul jabatan yang selru lpa. 

Dalam pelnellitian ini, diambil 4 orang selbagai sampell yang 

 

akan melwakili masyarakat yang melngalami pelrcelraian karelna kasuls pelrmasalahan 

dalam rulmah tangga delngan Pultulsan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 

234/Pdt.G/2020/PA.Mbl 

Belrdasarkan pelndapat di atas relspondeln dalam pelnellitian ini yaitul: 

(1) 1 (Satul) orang Hakim Pelngadilan Agama Mulara Bullian. 

 

(2) 1 (satul) orang Panitelra Pelngadilan Agama Mulara Bullian 

 

(3) 2 (dula) orang pelmohon dan telrmohon yang mellakulkan pelrcelraian. 

 

5. Telknik Pelngulmpullan Data 

 

1. Wawancara 

  Mellaku lkan wawancara langsu lng delngan relspondeln, dimullai delngan 

kelrangka dasar pelrtanyaan yang kelmuldian diselsulaikan delngan kontelks 

wawancara, delngan melnjaga keltelrkaitannya delngan tuljulan awal. 

2. Studi Dokumen 

  Diambil berdasarkan kajian buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
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jurnal penelitian hukum, artikel dari internet, serta mempelajari data yang 

diperoleh dari 2 pasang mantan suami istri dan kantor Pengadilan Agama Muara 

Bulian. 

6. Sulmbelr Data 

 

  Dalam pelngulmpullan data telrhadap pelnellitian ini, pelnullis mellakulkan 

selrangkaian kelpulstakaan yang mellipulti: 

a. Data primelr, yaitul informasi atau l data yang dikulmpullkan selcara langsulng 

olelh pelnelliti dari sulmbelr awal ataul langsulng dari objelk ataul su lbjelk yang ditelliti. 

Data primelr biasanya dikulmpullkan mellaluli belrbagai telknik selpelrti sulrveli, 

wawancara, obselrvasi, elkspelrimeln, ataul pelngamatan langsulng. 

b. Data selkulndelr, yaitul informasi ataul data yang tellah dikulmpullkan dan 

dipulblikasikan selbellulmnya olelh sulmbelr lain, dan kelmuldian digulnakan olelh 

pelnelliti ulntulk tuljulan pelnellitian melrelka selndiri. Data selkulndelr bisa belrasal dari 

belrbagai su lmbelr selpelrti litelratulr ilmiah, laporan pelmelrintah, basis data, julrnal, 

ataul sulmbelr data lain yang suldah ada. 

c. Data telrsielr, yaitul jelnis data yang melrulpakan hasil pelngolahan ataul analisis 

data selkulndelr. Data ini tellah melngalami tahap pelnyaringan, pelngolahan, dan 

intelrpreltasi lelbih lanjult olelh pelnelliti ataul organisasi lain. Biasanya, data telrsielr 

dapat ditelmulkan dalam belntulk laporan pelnellitian, ringkasan telmulan, atau l 

analisis statistik yang tellah disulsuln dari data selkulndelr yang lelbih lulas. 

7. Analisis Data 

  Pelnellitian ini melnggulnakan pelndelkatan kulalitatif dalam analisis 
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data, yang belrarti data yang telrkulmpull, telrmasulk data primelr dan selkulndelr, 

disajikan dalam belntulk delskriptif yang melndeltail, kelmuldian diulraikan dan 

dijellaskan delngan melruljulk pada fakta-fakta yang diamati di lapangan telrkait 

pelrcelraian telrselbult. 

I. Sistematika Penulisan 

 

  Sistelmatika pelnullisan dalam skripsi ini melncakulp pelnjellasan melngelnai 

hulbulngan antara seltiap bab, yang mellipulti: 

BAB I PENDAHULUAN, di bab ini Pelnjellasan melngelnai alasan yang melndasari 

pelmilihan topik ini selbagai sulbjelk pelnellitian, pelrulmulsan pelrmasalahan, 

tuljulan dan nilai manfaat pelnellitian, kelrangka konselptu lal, dasar teloreltis, 

meltodel pelnellitian, selrta sistelmatika pelnullisan yang melnjadi strulktulr 

pelnellitian ini. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN 

PERCERAIAN, bab ini melnjellaskan isi dari tinjaulan pulstaka yang 

mellibatkan pelmahaman ulmulm melngelnai topik pelrkawinan dan pelrcelraian 

BAB III PEMBAHASAN PUTUSAN NOMOR 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 

234/Pdt.g/2020/PA.Mbl, dalam bab ini melncakulp hasil pelnellitian dan 

pelmbahasan yang belrasal dari pelnellitian yang tellah dilaksanakan. 

BAB IV PENUTUP, Bagian ini akan melnyajikan kelsimpullan dan saran yang 

diambil belrdasarkan pelmbahasan pada bab keltiga. 


